
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan  

mengenai Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu 

Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mojokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam melaksanakan Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 

agar terlaksana dengan baik diperlukan perencanaan yang baik dan matang. 

Dari mulai sosialisasi agar informasi tepat sasaran, terpenuhinya sarana dan 

prasarana untuk menunjang penerbitan KIA agar berjalan lancar serta 

sumberdaya yang mengoperasikan teknologi komputer yang mengerti 

hardware dan software juga diperhatikan. Keterlibatan pihak ketiga dalam 

promosi juga dimanfaatkan dan juga sudah diatur oleh Permendagri No.2 

Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Penduduk ini. Masyarakat sebagai 

objek dari pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam permendagri No. 2 

Tahun 2016 tentang kartu identitas anak tentu ditutut untuk sadar bahwa 

dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan mendukung 

berjalannya implementasi kebijakan ini. Pada sisi lain, pemerintah – dalam 

hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – belum cukup melakukan 

upaya penyadaran kepada masyarakat secara efektif. Pemerintah sebagaimana 

disampaikan pada bab pembahasan, hanya melakukan dua upaya penyadaran 

terhadap masyarakat akan pentingnya mempunyai KIA. Pada upaya pertama, 



pemerintah memilih melakukan kunjungan ke desa-desa, dimana saat ini, 

kebanyakan masyarakat desa di Mojokerto mempunyai perhitungan rasional 

terhadap waktu yang mereka miliki, sehingga ketika tidak begitu banyak 

kemanfaatan finansial yang di dapat, masyarakat cenderung memilih 

mengerjakan hal lain ketimbang menghadiri sosialisasi yang tidak disertai 

semacam dana transportasi. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah adalah 

melakukan sosialisasi melalui radio, dimana selain radio mempunyai 

keterbatasan, juga saat ini mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Media 

sosial dan pesan langsung melalui pesan-pesan menggunakan internet seperti 

whatsapp, line, telegram, dan lain sebagainya ataupun juga pengiriman 

konten gambar bergerak juga belum dilaksanakan, meskipun hal tersebut juga 

mempunyai kelemahan dalam pembiayaan ongkos kuota. Kesenjangan 

Pelaksanaan permendagri ini adalah upaya setiap daerah berbeda dalam 

proses pelaksanaan Permendagri ini diketahui warganya, tergantung daerah 

masing-masing untuk menentukan program apa yang dipakai agar penerbitan 

Kartu Identitas Anak ini dapat terlaksana. Terkadang masyarakat 

membandingkan cara pengajuan penerbitan KIA di daerah satu dengan yang 

lain. Padahal untuk program penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) ini 

wewenang Dispenduk daerah masing-masing dalam membuat program untuk 

penerbitan KIA tersebut. 

5.2 Saran  

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan ini diperlukan prasarana 

yang mendukung. Dengan jumlah mesin cetak KTP dan KIA yang hanya 3 



komputer dan 3 printer dirasa masih kurang, seharusnya ditambah baik mesin 

pencetaknya maupun para pelaksananya untuk memenuhi pengajuan 

penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) yang banyak tersebut, karena akan 

kewalahan jika terjadi pembludakan pemohon saat musim pendaftaran 

sekolah. 

Terkait dengan sosialisasi sebaiknya lebih diinfokan lagi ke 

masyarakat dengan tidak hanya dengan program yang sudah ada tetapi 

bagaimana upaya sosialisasi ini melibatkan mitra bisnis lain seperti toko ritel 

agar masyarakat yang belum tahu akan info mengenai kartu Identitas Anak ini 

menjadi lebih mengetahui manfaatnya dan jangkauannya bisa diperluas lagi.  
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